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<div style="text-align: justify;">Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya
manusia kesehatan& nbsp; yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas K esehatan Provinsi
DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan
konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis
jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DK Jakarta serta keselarasannya dengan
kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian
menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward 111 dengan menggunakan 4 variabel yang
digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan
melalui wawancara mendalam& nbsp; kepada informan dan menggunakan telaah dokumen.& nbsp; Informan
penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provins Jakarta dan paratim Penguji Uji
Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni
2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis
jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pel aksanaan kebijakan ditemukan beberapa
ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji
kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses
sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku
jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel
Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah paratim penguji uji
kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan
terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pel aksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang
yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi. Kata kunci: implementasi kebijakan, Uji
kompetensi, Tenaga Kesehatan</div><hr /><div style="text-align: justify;">One of the objectives of the
competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta
Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for
functional positionsis carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law.
This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency
test for health functional positions at the DK Jakarta Provincial Health Office and its alignment with
stakeholder policies. Thisresearch is aqualitative research with research design using George C. Edward
[11's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and
bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and
using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health
Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was
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conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for
implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the
implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional
positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission
subvariable, it can be seen that the socialization processis still lacking so that it has an impact on the lack of
enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In
the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there
were still asmall number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of
facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and
the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test
policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the
competency test Keywords: policy implementation, competency test, health workers</div>



